Menimbang

Mengingat

BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PUNCAK JAYA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311
ayat (1) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Kepala Daerah Wajib mengajukan
Peraturan Daerah dan dokumen-dokumen pendukung
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan
dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersihdan Bebasdari Korupsi,
Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian
Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
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Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5556), sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk  Percepatan Pembangunan dalam  Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Ratun 2018 tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Idonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka  Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 3
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 7
Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

dan
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.
1.687.166.184.050,00,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Daerah,

1.1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Rp. 33.047.031.469,00,-
1.2 Pendapatan Transfer Rp. 1.654.119.152.581,00,-
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 0,00
2. Belanja,
2.1 Belanja Operasi Rp. 918.474.911.118,00,-
2.2 Belanja Modal Rp. 375.627.863.432,00,-
2.3 Belanja Tidak Terduga Rp. 30.000.000.000,00,-
2.4 Belanja Transfer Rp. 362.063.409.500,00,-
Defisit/Surplus Rp. 1.000.000.000,00,-

3. Pembiayaan Daerah,

3.1 Penerimaan Rp. 0,00 ( Nihil )
3.2 Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00,-
Pembiayaan Netto Rp. (1.000.000.000.00,-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0O,- ( Nihil )
Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.687.166.184.050,00,- ( Satu
Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Enam
Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah ), yang
bersumber dari :

a. pendapatan asli;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 33.047.031.469.00,- ( Tiga Puluh Tiga
Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam
Puluh Sembilan Rupiah )

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 2.757.377.091.00,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh
Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Satu
Rupiah ).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp. 3.974.654.378.00,- ( Tiga Milyar Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus
Tujuh Puluh Delapan Rupiah ).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,-
( Sepuluh Milyar Rupiah ).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.315.000.000,- ( Enam
Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah ).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 1.654.119.152.581,00,- ( Satu Triliun Enam
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Ratus Lima Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Seratus
Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah ), yang
terdiri atas :

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.639.007.301.470,00,- ( Satu Triliun
Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu
Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah ).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.111.851.111,00,- ( Lima Belas Milyar
Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus
Sebelas Rupiah ).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c direncanakan sebesar Rp. O (Nihil).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.
1.686.166.184.050,00,- ( Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Enam
Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu
Lima Puluh Rupiah ), yang terdiri atas :

a. belanja operasional,

belanja modal;

belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

oo

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp. 918.474.911.118,00,- ( Sembilan Ratus
Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan
Ratus Sebelas Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah ), yang terdiri atas :

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja bunga;

belanja subsidi;

belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 397.193.326.742,00,- ( Tiga Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua
Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b
direncanakan sebesar Rp. 343.924.085.172,00,- ( Tiga Ratus Empat Puluh
Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Lima
Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah ).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. O (Nihil).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddirencanakan
sebesar Rp. O (Nihil).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan
sebesar Rp. 132.047.290.204,00,-( Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat
Puluh Tuyjuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat
Rupiah ).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 45.310.209.000,00,- ( Empat Puluh Lima Milyar
Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah ).

mo a0 o
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Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dianggarkan
sebesar Rp. 375.627.863.432,00,- ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Enam
Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat
Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah ).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00,-( Tiga Puluh Miliar Rupiah ).

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dianggarkan
sebesar Rp. 362.063.409.500,00,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Enam
Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Netto direncanakan pada tahun anggaran 2024
sebesar Rp. (1.000.000.000),-( Minus Satu Milyar Rupiah ).

Pasal 13

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Puncak Jaya tahun anggaran
2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/ataud. Pengeluaran daerah lainnya yang
apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiranl Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
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Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan APBD;

Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain- Lain;

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 15

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Puncak Jaya

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal, 18 Januari 2024

BUPATI PUNCAK JAYA

TUMIRAN

Diundangkan di Mulia
Pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA,

YUBELINA ENUMBI
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Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IWAN S.S RUMBINO, S.STP. M.Si
Pembina
NIP. 198411252002121001




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ottt ettt st svee b e e e sneenneean

DAFTAR ISI

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 ...........
Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Organisasi Tahun Anggaran 2024 ...........ccoceeveviiinineniciiiicincceeeen
Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.............cccccocevvrinnne.
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ..........ccccceceeeiencnennnee.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan ............ccccceceeinicnieeennne.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman........cccocoviiiiiiiiiiiii
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat............ccccccevviiiiniiiininnnne.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial........c..cccceoevininiiiiinincnnnencns
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.........cccccevevieicnnennne.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak .......c..ccccecviviirinieiiniinineciceeeeeeee
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan........c..cccccecevevieicncnennncnens
10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup............ccccc......
11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil.......ccccoceveriiieiinineeiceeeee e
12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana..........c.cceceeuevierieieienienenieieneneceeeseseeeene
14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.........ccccccccenenennnee.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika........
16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan
Menengah ........cccciiiiinieiiiiiineceeee s
17. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal .........................
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga...........
19. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik........cc.cccccvenenienicnenennenne.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian............cccceccecveviinienenens
21. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan .........c.cceccecveeuenenennnens
22. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan...........cccccceevieiinnins
23. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.........cccccoceeceeciinicnenneenns
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan ...............
25. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata...........ccccccoviiiiininnnnnne.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ..........c.ccocececviviinennenns
27. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ...........ccccccoeveeniinnins
29. Sekretariat Daerah ..........cccoooviiiiiiiiiiiii,
30. Sekretariat DPRD .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiciicccccccees
31. Perencanaan ..o
32, KOUANGAT ..couveiiieniieiieiecieeteteete ettt st e

11
11
28

43
51
52
61
67
72
77
82
85
92
97

102
106



Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

33. Kepegawalam......c..ccoceeeuieiuieniieiiiieniinrenee sttt
34. Inspektorat Daerah........coccoeeiiiniininiiiiineceeceeeen
35. Kecamatan .........cccooiiiiiiiiiiiiiiiccic
36. Kesatuan Bangsa Dan Politik .........cccecevininiiiinininiiiiiincnees
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta hasil Dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran ..........ccccoccoiiiiiiiniiiiiiiiicicccce
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara .........cccceceveviiiiiinininiciiinencieeeee,
Daftar Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM ............cccceceeue.

Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD ....................
Lampiran VIIIDaftar Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII

RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD ..............
Daftar Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program
Prioritas Daerah ..........cccocevueiiiiininiciiiiccc e
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan ......................
Daftar Piutang Daerah.......c..cocoocieiiviininiiiiiiiiiiiccieeciceecs
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah .........ccccoceeveeiiivenenecnns

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Dan Aset Lain-lainya .......cccccoceeieiieniininiiieneneneecseseeeeecreseeeenens

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Di

Selesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang
Direncanakan..........cccooiiiiiiiiiiiii s

Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah ..........cccccccviiiiiniiniiniicice,

Lampiran XVIDaftar Pinjaman Daerah .........c..ccccocoiiiiiiinininiiiiinicciceeeens

290

588
592
596

603
720
721
722
723

724



Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 18 Januari 2024

KABUPATEN PUNCAK JAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 33.047.031.469,00
4.1.01 Pajak Daerah 2.757.377.091,00
4.1.02 Retribusi Daerah 3.974.654.378,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.000.000.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 16.315.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.654.119.152.581,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.639.007.301.470,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 15.111.851.111,00
Jumlah Pendapatan 1.687.166.184.050,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 918.474.911.118,00
5.1.01 Belanja Pegawai 397.193.326.742,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.924.085.172,00
5.1.05 Belanja Hibah 132.047.290.204,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 45.310.209.000,00
5.2 BELANJA MODAL 375.627.863.432,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.551.736.250,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.095.877.131,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 228.686.910.684,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 108.928.909.667,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.364.429.700,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 362.063.409.500,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 362.063.409.500,00
Jumlah Belanja 1.686.166.184.050,00
Total Surplus/(Defisit) 1.000.000.000,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-02-02 09:48:22

Halaman 1



KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto -1.000.000.000,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00
Kab. Puncak Jaya, 18 Januari 2024
Pj Bupati
TUMIRAN, S.Sos., M.AP
SIPD-RI : dicetak pada 2024-02-02 09:48:22 Halaman 2
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